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TUTI HARDIYANTI, B121 12 102, Tinjauan Yuridis terhadap 
Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi secara Terbuka di Kota 
Makassar. (Dibimbing oleh Marwati Riza, selaku Pembimbing I dan 
Hamzah Halim, selaku Pembimbing II) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengisian 
jabatan administrasi secara terbuka di Kota Makassar dan untuk 
mengetahui legitimasi pengisian jabatan administrasi secara terbuka di 
Kota Makassar. 
 
Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota 
Makassar dan PKP2A II Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. 
Adapun pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa BKD Kota 
Makassar dan PKP2A II LAN Makassar dianggap cukup representatif 
untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh, baik data 
primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian 
disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan pelaksanaan pengisian jabatan administrasi secara 
terbuka di Kota Makassar dan mengenai aspek legitimasi pengisian 
jabatan administrasi secara terbuka di Kota Makassar. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengisian jabatan 
administrator secata terbuka dimulai dengan mengadakan pengumuman. 
Selanjutnya untuk tata cara pelaksanaan, dimulai dengan pembentukan 
panitia seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pelaksanaan seleksi 
terbagi menjadi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Dalam 
melakukan penilaian kompetensi bidang dilakukan dengan cara 
menggunakan metode tertulis dan wawancara. Panitia seleksi 
mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka. Mekanisme 
pengisian jabatan administrator secara terbuka adalah absah atau legitim 
karena telah sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diamanatkan oleh 
Pancasila serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Berbagai 
regulasi tersebut melegitimasi mekanisme pengisian jabatan secara 
terbuka untuk menciptakan penempatan pejabat sesuai dengan kualifikasi 
dan profesionalitas kerjanya dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan 
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara yang berkonsep negara 
kesejahteraan atau welfarestate. Ciri utama negara ini adalah munculnya 
kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi 
warganya. Dengan kata lain, ajaran welfarestate merupakan bentuk 
konkret dari prinsip yang membatasi peran pemerintah untuk mencampuri 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi menghendaki 
pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, 
sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pemerintah 
terlibat langsung dalam usaha-usaha pembangunan untuk meningkatkan 
kesejahteraan umum. Keterlibatan pemerintah dalam usaha 
pembangunan tersebut dilaksanakan melalui aparatnya, dalam hal ini 
aparatur sipil negara. 
Pada dasarnya, pengisian jabatan administrasi secara terbuka 
merupakan pengejawantahan dari hak setiap warga negara yang harus 
diakui dan dilindungi oleh negara. Demikian halnya Indonesia, yang 
mengatur hak tersebut secara mendasar dalam Pasal 28D Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas 
mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang 
sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hal ini mengindikasikan 
bahwa negara sepatutnya memberikan peluang yang sama kepada setiap 
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warga negara untuk mengisi jabatan yang tersedia dalam pemerintahan, 
termasuk jabatan administrasi. 
Pada era reformasi ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan 
yang demokratis, bersih, dan berwibawa telah menjadi prioritas utama 
bagi pemerintah Indonesia. Salah satu upaya reformasi itu adalah 
penataan aparatur pemerintah.1  
Tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai sebagaimana 
dirumuskan dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan melibatkan aparatur negara 
dalam melaksanakan tugas yang sangat kompleks, luas ruang lingkupnya, 
dan memasuki semua sektor kehidupan. Pada dasarnya, hakikat hukum 
administrasi negara adalah melindungi warga negara terhadap tindakan 
aparatur sipil negara dan juga melindungi aparatur negara tersebut.2 
Pengisian jabatan administrasi secara yuridis selain diatur dalam 
Pasal 28D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga secara 
sistematis telah dijabarkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara-RB No. 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi 
Pemerintah. 
Menurut Pasal 234 ayat 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengisian jabatan 
                                                          
1 Sri Hartini, dkk, 2010, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 5. 
2 Ibid, hlm. 283. 
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administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi 
jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi daerah sebagaimana diatur 
dalam undang-undang mengenai aparatur sipil negara. 
Sumber daya manusia (human resources) menjadi salah satu 
komponen yang sangat penting dalam mencapai tujuan nasional bangsa 
Indonesia. Aparatur sipil negara adalah salah satu bagian dari sumber 
daya manusia yang mutlak harus dimiliki oleh suatu negara untuk dapat 
menjalankan roda pemerintahan demi tercapainya tujuan berbangsa dan 
bernegara. Aparatur sipil negara bertugas sebagai abdi masyarakat yang 
menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan 
dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh 
karena itu, sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 
tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan aparatur sipil negara 
yang profesional dan bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pengisian 
jabatan administrasi secara terbuka. 
Adanya rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM) 
2015-2019 dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi) yang 
berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional 
di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, 
SDM aparatur, maupun perubahan mindset dan culture set. Perubahan-
perubahan yang dilakukan dalam aspek pemerintahan guna 
mengoptimalkan kinerja pemerintah yaitu dilakukan melalui reformasi 
birokrasi dalam bidang tata kelola pemerintahan di Indonesia.  
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Reformasi birokrasi adalah sebuah agenda utama saat ini yang 
semakin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum 
(rechtstaat) yang mengamanatkan bahwa segala sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara harus dilangsungkan dengan berdasarkan 
ketentuan hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata (machtstaat). 
Selain adanya perubahan konsep dan struktur pemerintahan, juga perlu 
dilakukan upaya untuk menempatkan orang-orang atau aparatur negara 
yang tepat dalam mengisi jabatan dalam struktur pemerintahan (the right 
man on the right place). Disini terlihat bahwa pengisian jabatan 
administrasi secara terbuka memiliki tempat dalam pembangunan 
Indonesia yang sangat signifikan mengingat pengisian jabatan 
administrasi dilakukan melalui sistem merit dalam manajemen 
kepegawaian. 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kemenpan-RB) telah meluncurkan program Grand Design 
Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (Sembilan) 
program percepatan reformasi birokrasi dan salah satu diantaranya adalah 
program sistem promosi PNS secara terbuka. Program ini bertujuan untuk 
menjamin tersedianya para pejabat  yang memiliki kompetensi jabatan 
sesuai kompetensi dan persyaratan yang diperlukan oleh jabatan tersebut. 
Untuk mencapai hal ini, perlu diadakan pengisian jabatan administrasi 
berdasarkan sistem merit dan terbuka, dengan mempertimbangkan 
kesinambungan karier. 
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Pengisian jabatan administrasi secara terbuka merupakan suatu 
sistem yang dilakukan dalam mengimplementasikan aparatur sipil negara 
dalam suatu jabatan administrasi yang dilakukan berdasarkan prinsip 
profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang 
pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya 
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan.3 
Tujuan pengisian jabatan administrasi secara terbuka adalah untuk 
memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang 
memadai untuk mengisi jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan 
tugas secara efektif dan efisien. Pengisian jabatan administrasi yang 
dilakukan secara terbuka merupakan salah satu cara untuk memperkecil 
potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme karena rekrutmen jabatan 
dilakukan secara transparan, menggunakan indikator tertentu dan 
dilakukan oleh pihak yang netral dan berkompeten melakukan seleksi. 
Mekanisme pengisian jabatan administrasi dalam penerapannya 
masih menuai berbagai kontroversi atau perdebatan. Selain itu, 
mekanisme yang ada saat ini tidak memiliki standarisasi yang relevan 
dalam menilai kapabilitas dan profesionalitas calon pejabat. Hal tersebut 
merujuk pada mekanisme pengisian jabatan yang memperbolehkan 
adanya perubahan jabatan yang diemban dari kualifikasi dasar yang 
dimiliki pejabat bersangkutan.  
Berdasarkan issu tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk 
mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan pengisian 
                                                          
3 Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kemenpan-RB) No.16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 
Struktural yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintahan 
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jabatan administrasi secara terbuka dalam sebuah karya tulis atau skripsi 
yang berjudul: Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan 
Administrasi secara Terbuka di kota Makassar 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengisian jabatan administrasi 
secara terbuka di Kota Makassar ? 
2. Bagaimanakah legitimasi pengisian jabatan administrasi secara 
terbuka di Kota Makassar ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, penulis 
menjabarkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengisian jabatan administrasi 
secara terbuka di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui legitimasi pengisian jabatan administrasi 
secara terbuka di Kota Makassar. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, karya 
tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat diterima oleh 
semua pihak yang terkait dengan karya tulis ini. Karya tulis ini diharapkan 
akan berguna dan bermanfaat, sebagai berikut : 
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a. Secara akademis 
Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, 
rekomendasi, dan referensi bagi penulis berikutnya, khususnya yang 
berkaitan dengan konsep manajemen kepegawaian. 
b. Bagi Individu 
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 
penulis dalam mempraktikkan teori-teori yang diperoleh di bangku 
perkuliahan dan sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas 
dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi 








A. Landasan Teoretik tentang Jabatan 
1. Pengertian Jabatan 
Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang 
ditambah imbuhan-an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 
diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi 
yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.4 
Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh 
Makkatutu dan Pangkerego, jabatan adalah5 : 
“Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan 
untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan 
disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat 
pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas”. 
 
Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian 
dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dapat berfungsi 
dengan baik.6 Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dan berbuat 
atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.7 
Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah 
dikemukakan oleh Logemann bahwa bagian yang terbesar dari Hukum 
Negara adalah peraturan-peraturan hukum yang menetapkan secara 
                                                          
4  Poerwasunata, 2003, Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, 
Jakarta, hlm. 89. 
5 Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over 
de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori 
Suatu Hukum Tata Negara Positif, Iktisar Baru-Van Hoeve, Jakarta,1975,hlm. 124. 
6  Ibid, hlm. 121. 
7  Ibid, hlm. 134. 
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mengikat, bagaimana terbentuknya organisasi negara itu. Peraturan-
peraturan hukum itu menangani 8: 
1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya 
2. Penunjukan para pejabat 
3. Kewajiban- kewajiban, tugas-tugas yang terikat pada jabatan 
4. Wibawa, wewenang-wewenang hukum yang terikat pada 
jabatan 
5. Lingkungan daerah dan lingkungan personil, atas nama tugas 
dan jabatan itu meliputinya 
6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama 
lain 
7. Peralihan jabatan 
8. Hubungan antara jabatan dan pejabat 
 
Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara 
sebagai organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya 
disebut Teori Jabatan.9 
Logemann menempatkan jabatan dari aspek negara sebagai 
organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan 
dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut 
sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan 
yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari 
fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan. 
Jabatan muncul sebagai pribadi (person) atau subjek hukum, yang 
dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan 
hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui pejabat atau 
pemangku jabatan. 
                                                          
8 Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over 
de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori 
Suatu Hukum Tata Negara Positif, Iktisar Baru-Van Hoeve, Jakarta,1975,hlm. 144. 
9  Pudja Pramana KA, 2009, Ilmu Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 285. 
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Selanjutnya dikutip dari Utrecht dalam bukunya yang berjudul 
Pengantar Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa jabatan ialah 
suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna 
kepentingan negara (kepentingan umum).10 
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam susunan 
satuan organisasi. Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut strukturil 
yang menunjukkan secara tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan 
yang ada dalam organisasi, seperti Direktur, Sekretaris, dan dapat ditinjau 
dari sudut fungsi yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
dalam suatu organisasi seperti juru ketik, peneliti, dan juru kesehatan. 
Prinsip penempatan menurut A.W. Widjaja adalah the right man on 
the right place (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat). 
Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dengan baik, ada dua hal yang 
perlu diperhatikan, yaitu : 
1. Adanya analisis tugas jabatan (job analysis) yang baik, suatu 
analisis yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-
sifat tugas yang dilaksanakan suatu unit organisasi dan syarat-
syarat yang harus dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki 
jabatan di dalam unit organisasi itu. 
2. Adanya penilaian pelaksanaan pekerjaan (kecakapan pegawai) 
dari masing-masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan 
terus-menerus. Dengan adanya penilaian pekerjaan ini dapat 
diketahui tentang sifat, kecakapan, disiplin, prestasi kerja, dan 
lain-lain dari masing-masing pegawai.11 
 
 
                                                          
10 Utrecht, E, 1986, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan 
keempat, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 9. 
11 Sri Hartini,dkk, 2010, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 97. 
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2. Jenis-Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara 
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara khususnya Pasal 13, 14, dan 15 menyebutkan bahwa jabatan 
aparatur sipil negara terdiri dari : 
a. Jabatan Administrasi 
b. Jabatan Fungsional 
c. Jabatan Pimpinan Tinggi 
 
Jabatan administrasi terdiri atas : 
1. Jabatan Administrator : bertanggung jawab memimpin 
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 
2. Jabatan Pengawas : bertanggung jawab mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 
3. Jabatan Pelaksana : bertanggung jawab melaksanakan 
kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 
Jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan 
jabatan fungsional keterampilan yang diatur dalam Pasal 18. 
1.  Jabatan fungsional keahlian terdiri dari : ahli utama, ahli madya, 
ahli muda, dan ahli pratama. 
2. Jabatan fungsional keterampilan terdiri dari : penyelia, mahir, 
terampil, dan pemula. 
 
Jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi 
setiap aparatur sipil negara pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan 
tinggi terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama. 
B. Dasar Hukum Pengisian Jabatan Administrator 
Pengisian jabatan administrasi secara yuridis telah dijabarkan 
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-RB No. 13 Tahun 
2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara 
Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Menurut Pasal 234 ayat 4 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
disebutkan bahwa pengisian jabatan administrator dilakukan melalui 
seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi 
pratama di instansi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang 
mengenai aparatur sipil negara. Menurut Pasal 234 ayat 3 disebutkan 
bahwa dalam hal di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak terdapat pegawai negeri sipil 
yang memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah kabupaten/kota 
dapat diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertugas di 
wilayah daerah provinsi lain. 
 
C. Kewenangan Pengisian Jabatan Administrator 
1. Pengertian Kewenangan  
Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan 
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. 
Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka wajib adanya 
jaminan bagi aparatur sipil negara sebagai alat perlengkapan negara 
untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak 
dan kewajiban mendapatkan jaminan perlindungan. Oleh karena itu, 
pejabat administrasi negara dalam menyelenggarakan urusan 
13 
pemerintahan berdasarkan asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het 
beginsel van wetmatigheid van bestuur). Asas legalitas sebagai prinsip 
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam setiap negara 
hukum, berarti bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan 
pemerintahan harus memiliki legitimasi, yakni kewenangan yang diberikan 
oleh undang-undang.12 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lukman 
Hakim yang mengutip dari H. D Van Wijk sebagai berikut : 
 “Wetmatigheid van bestuur: de uitvoerende macht bazit uitsluitend 
die becoegheden welke haar uitdrukkelijk door de grondwet of door 
een andere wet zijn toegen” (Pemerintahan menurut undang-
undang : pemerintah mendapatkan kekuasaan yang diberikan 
kepadanya oleh  undang-undang atau undang-undang dasar).13  
 
Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada 
anggota masyarakat dari tindakan pemerintah. Dengan asas ini 
kekuasaan dan wewenang bertindak pemerintah sejak awal sudah dapat 
diprediksi. Wewenang pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan 
peraturan perundang-undangan memberikan kemudahan kepada 
masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat 
menyesuaikan dengan keadaan demikian.14 
Ridwan HR menyebutkan bahwa substansi asas legalitas adalah 
wewenang, yakni “Het vermogen tot het verrichten van bepalde 
rechtshandelingen” yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum 
                                                          
12 Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 100-101. 
13 Lukman Hakim, 2012, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah: 
Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Negara Hukum dan Kesatuan, Setara Pers, Malang, hlm. 121. 
14 Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 83. 
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tertentu 15. Mengenai wewenang, seperti yang dikutip Ridwan HR dari 
H.D. Stout yang mengatakan bahwa : 
“Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat 
kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking 
heeft op de verkrijging en uitofening van bestuursrechtlijke 
bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het 
bestuursrechtelijke rechtsverkeer”16 
 
(Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum 
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 
penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di 
dalam hubungan hukum publik). 
 
Selanjutnya Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa kita perlu 
membedakan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah 
apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari 
kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau kekuasaan 
eksekutif administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa 
wewenang adalah kekuasaan terhadap orang-orang tertentu atau 
kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau bidang urusan 
tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai satu bagian 
tertentu. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang 
(rechtsbevogdheden). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan 
suatu tindakan publik. 
Menurut Indroharto adakalanya pengertian wewenang diartikan 
lebih luas, tidak sekedar dalam arti suatu kemampuan untuk menimbulkan 
akibat-akibat hukum, tetapi dalam artian umum untuk dapat berbuat atau 
                                                          
15 Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 98. 
                16 Ibid 
 
15 
melakukan sesuatu. Dalam hal ini sebenarnya bukan mengenai 
wewenang untuk menimbulkan suatu akibat hukum, tetapi juga untuk 
dapat secara nyata (feitelijk) mempengaruhi keputusan yang akan diambil 
oleh instansi lain.17 
Wewenang pemerintah menurut sifatnya selalu terikat pada suatu 
masa/waktu tertentu, tidak berlaku untuk selama-lamanya. Selain itu baik 
pemberi wewenang, maupun sifat serta luasnya wewenang pemerintahan 
serta pelaksanaan dari suatu wewenang akan selalu tunduk pada batas-
batas yang diadakan oleh hukum. Mengenai pemberian wewenang 
maupun pencabutannya, terdapat batasan hukum yang tertulis maupun 
tidak tertulis. Demikian juga mengenai pelaksanaan suatu wewenang 
pemerintahan, ia selalu tunduk pada batasan-batasan hukum yang tertulis 
maupun tidak tertulis, dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang 
baik.18 
Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, 
dan mandat. Mengenai atribusi, H.D Van Wijk mengatakan bahwa : 
“attributie: toekening van een bestuurbevoegheid door een 
wetgever aan een bestuursorgaan” (atribusi : adalah pemberian 




                                                          
17 Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 95-96. 
18 Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 96. 
19 Lukman Hakim, 2012, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah: 
Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Negara Hukum dan Kesatuan, Setara Pers, Malang, hlm. 126. 
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Delegasi menurut H.D. Van Wijk bahwa : 
“overdraacht van een bevoegheid van het een bestuursorgaan een 
onder” (penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan 
atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat yang lain).20 
 
Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa delegasi hanya dapat 
dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah memiliki 
wewenang melalui atribusi. Dalam delegasi tidak ada penciptaan 
wewenang baru, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat 
satu kepada pejabat yang lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi 
berada pada pemberi delegasi (delegans) melainkan telah beralih pada 
penerima delegasi (delegataris).21 
Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat 
dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan apabila pejabat yang 
memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. Berbeda 
dengan delegasi, pada mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk 
melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan memberi  
petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang diinginkannya, bertindak 
untuk dan atas nama pemberi mandat (mandataris), tanggung jawab akhir 
yakni keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandataris. 
Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat, H.D. Van Wijk/Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut : 
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. 
                                                          
20  Ibid, hlm. 127. 
21 Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 107. 
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b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan dapat diperoleh melalui cara yaitu atribusi, delegasi, 
dan mandat. 
a. Kewenangan Atribusi 
Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada 
suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas 
nama dan menurut pendapatnya sendiri. Atribusi merupakan wewenang 
untuk membuat keputusan yang langsung bersumber dari undang-undang 
dalam arti materil. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab intern 
dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya 
berada pada penerima wewenang. Pertanggungjawaban internal 
diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan, sedangkan 
pertanggungjawaban dari aspek eksternal adalah pertanggungjawaban 
terhadap pihak ketiga apabila dalam melaksanakan kekuasaan 
melahirkan kerugian bagi pihak lain. 
Menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi 
adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-
undang kepada organ pemerintahan. Berbeda dengan Van Wijk, J.G. 
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Steenbeek menyebutkan bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan 
wewenang baru. 
Berdasarkan keterangan yang disebutkan di atas, tampak bahwa 
wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari 
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan 
memperoleh kewenangan secara langsung dari bunyi redaksi pasal-pasal 
tertentu dalam suatu undang-undang. Dalam atribusi, penerima 
wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas 
wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab secara intern dan 
ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusi. 
b. Kewenangan Delegasi 
Kata delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat 
yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Pada konsep delegasi, tidak 
ada penciptaan wewenang dari pejabat satu kepada yang lain, atau dari 
badan administrasi satu kepada yang lainnya. Penyerahan wewenang 
harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang 
menyerahkan wewenang disebut delegans, sedangkan pihak yang 
menerima wewenang disebut delegataris. Setelah delegans menyerahkan 
wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab ekstern 
pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris. Delegasi 
selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin 
menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus 
dengan peraturan perundang-undangan yang sama. 
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c. Kewenangan Mandat 
Pada perolehan wewenang secara mandat pada dasarnya adalah 
suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan 
maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara 
yang memberi mandat. Hal tersebut berarti bahwa keputusan yang diambil 
pejabat yang menerima mandat, pada hakikatnya merupakan keputusan 
dari pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Sebagai 
konsekuensinya, bahwa tanggung jawab atas diterbitkannya keputusan 
atas dasar suatu mandat tetap berada pada pejabat yang memberi 
mandat. 
Pada konsep mandat, mandataris hanya bertindak untuk dan atas 
nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab akhir dari keputusan 
yang diambil mandataris, tetap berada pada pemberi mandat. Selain itu, 
untuk mandat tidak diperlukan adanya ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melandasinya, karena mandat merupakan hal rutin dalam 
hubungan hirarki dalam organisasi pemerintahan.22 
2. Kewenangan Pengisian Jabatan Administrator 
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, sebagian kewenangan pemerintahan dan 
pembangunan yang berada pada Pemerintah Pusat diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah. Daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar prakarsa 
                                                          
22 Philipus M. Hadjon, 1997, Pengkajian Ilmu Hukum. Pelatihan Metode 
Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga 
Penelitian Universitas Airlangga, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, Surabaya 11-12 Juni, hlm. 7. 
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sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat. Menurut Pasal 
235 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, kepala daerah diberi kewenangan mengangkat dan/atau melantik 
kepala Perangkat Daerah berdasarkan proses seleksi. Menurut Pasal 234 
ayat 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah disebutkan bahwa pengisian jabatan administrator dilakukan 
melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi 
pratama di instansi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang 
mengenai aparatur sipil negara. Menurut Pasal 234 ayat 3 disebutkan 
bahwa dalam hal di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak terdapat pegawai negeri sipil 
yang memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah kabupaten/kota 
dapat diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertugas di 
wilayah daerah provinsi lain. 
 
D. Teori Efektivitas Hukum 
Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil 
guna atau menunjang tujuan. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal 
tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang 
dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan 
untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu 
proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, 
Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana 
efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur 
sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Lebih lanjut 
Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang 
banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 
professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari 
para penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan 
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan 
tersebut.23 
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu 24 : 
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum 
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup 
 
Teori efektivitas yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut 
relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli A. yaitu bahwa faktor-
faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya 
                                                          
23 Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, 
Jakarta, hlm. 375. 
24 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8. 
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terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum akan tetapi juga 
terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.25 
Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan 
daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat 
untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang 
mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi sebaik-baiknya. Ukuran 
efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan 
perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku 
sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan 
perundang-undangan tersebut. 
 
E. Tindakan Pemerintahan 
1. Pengertian Tindakan Pemerintahan 
Istilah tindakan atau perbuatan pemerintah berasal dari kata tindak 
atau berbuat (handeling,act). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) kata tindakan atau perbuatan (handeling,action) dimaksudkan 
sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan 
(organ) yang membawa pada akibat tertentu. Sebagai pendukung hak dan 
kewajiban (dragger van de rechten en plichten) maka setiap tindakan atau 
perbuatan pemerintahan mempunyai konsekuensi atau akibat dari 
tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. C.J.N. Versteden 
mengartikan bahwa : 
                                                          
25 Romli A, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, 
Mandar Maju, Bandung, hlm. 55. 
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Tindakan atau perbuatan nyata pemerintah adalah suatu tindakan 
atau perbuatan pemerintahan yang tidak ada relevansinya dengan 
hukum dan oleh karenanya tidaklah menimbulkan akibat hukum.26 
 
Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan berbagai tindakan 
baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum 
(rechtshandelingen). Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak 
ada relevansinya dengan hukum. 
Menurut H.J. Romeijn “Een administratieve rechtshandelingen is 
dan een wilsverklaring in een bijzonder geval uitgaande  van een 
administratief organ, gericht op het leven reopen van een rechtsgevolg op 
het gebeid van administratief recht” (tindakan hukum administrasi 
merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ 
administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan 
akibat hukum dalam bidang administrasi). Akibat hukum yang lahir dari 
tindakan hukum adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan 
hukum, seperti “het scheppen van een nieuwe, het wijzigen of het 
opheffen van een bestaande rechtsverhouding” (penciptaan hubungan 
hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada). 
Dengan kata lain akibat-akibat hukum (rechtsgevolgen) itu dapat berupa 
hal-hal diantaranya27: 
a. Indien ere en verandering optreedt in de bestaande rechten, 
verplichtingen of bevoegdheid van sommigen; (jika 
menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau 
kewenangan yang ada) 
                                                          
26 C.J.N. Verstenden, op.cit., hlm.55, lihat pula H.D. van Wijk/Willem 
Konijnenbelt, op.cit., hlm. 177 
27 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm.131 H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, op cit., hlm. 111. 
24 
b. wanner er verandering optreed in juridische status van een 
persoon of (van) object; (bila menimbulkan perubahan 
kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada)  
c. wanner het bestaan van zekere rechten, verplichtingen, 
bevoegdheden of status bindend wordt vastgesteld; (bila 
terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status 
tertentunya yang diterapkan). 
 
Perbuatan-perbuatan administrasi negara dapat digolongkan dalam 
dua golongan besar yakni golongan perbuatan hukum (rechtshandelingen) 
dan golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum 
(feitelijkehandelingen). Bagi hukum administrasi negara yang penting 
adalah golongan perbuatan hukum sedangkan golongan perbuatan yang 
bukan perbuatan hukum itu irrelevant (tidak berarti). 
Tindakan pemerintah (bestuurshandeling) yang dimaksud adalah 
setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan 
negara dalam menjalankan pemerintahan (bestuurs organ) dan fungsi 
pemerintahan (bestuurs functie). Ada 2 (dua) bentuk tindakan pemerintah 
yakni: 
1. Tindakan berdasarkan hukum (rechts handeling);dan  
2. Tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan 
berdasarkan pada hukum (feitelijke handeling).  
 
Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (rechts handeling) dapat 
dimaknai sebagai tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan 
akibat hukum tertentu untuk menciptakan suatu hak dan kewajiban. 
Tindakan ini lahir sebagai konsekuensi logis dalam kedudukan pemerintah 
sebagai subjek hukum, sehingga tindakan hukum yang dilakukan 
menimbulkan akibat hukum. 
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Tindakan pemerintah berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan 
berdasarkan pada hukum (feitelijke handeling) adalah tindakan yang tidak 
ada hubungan langsung dengan kewenangannya dan tidak menimbulkan 
akibat hukum. Bahwa tindakan hukum administrasi adalah suatu 
pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam 
keadaan khusus dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam 
bidang hukum administrasi. Jadi dapat dikatakan tindakan hukum 
pemerintah apabila tindakan yang dimaksud dilakukan organ pemerintah 
(bestuurs orgaan) dan menimbulkan akibat hukum khususnya di bidang 
hukum administrasi. 
Akibat hukum yang timbul tersebut dapat berupa penciptaan 
hubungan hukum yang baru maupun perubahan atau pengakhiran 
hubungan hukum yang ada. Dengan demikian tindakan hukum 
pemerintah dimaksud memiliki unsur-unsur sebagai berikut:  
a. Tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam 
kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat 
perlengkapan pemerintahan (bestuurs organ) 
b. Tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 
pemerintahan 
c. Tindakan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk 
menimbulkan akibat hukum (recht gevolgen) di bidang hukum 
administrasi 
d. Tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan 
kepentingan umum 
e. Tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah 
f. Tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan 
hukum; dan 
g. Tindakan hukum pemerintah dapat berbentuk tindakan 
berdasarkan hukum publik dan berdasarkan hukum privat.  
 
Tindakan hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang 
dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 
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Tindakan hukum publik ini dilakukan berdasarkan kewenangan 
pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari 
kewenangan yang bersifat hukum publik pula. Sedangkan tindakan hukum 
privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum 
keperdataan.  
Tindakan badan atau pejabat dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) 
bagian yakni:  
a) Tindakan membuat Keputusan (beschikking) 
b) Tindakan membuat Peraturan (regeling) 
c) Tindakan Materiil (materiele daad) 
 
2. Unsur-Unsur Tindakan Pemerintahan  
Disebutkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ 
pemerintahan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum 
dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara, berdasarkan 
pengertian ini terdapat beberapa unsur. Muchsan menyebutkan unsur-
unsur tindakan hukum sebagai berikut28 :  
1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam 
kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat 
pelengkap pemerintahan (bestuursorganen) dengan prakarsa 
dan tanggungjawab sendiri. 
2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan 
fungsi pemerintahan. 
3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk 
menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.  
4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka 
pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. 
 
                                                          
28 Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 112. 
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Unsur-unsur yang dikemukakan oleh Muchsan ini perlu ditambah, 
terutama dalam kaitannya dengan negara hukum yang mengedepankan 
asas legalitas atau wetmatigheid van bestuur, yaitu perbuatan hukum 
administrasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, “administratiefrechtelijke rechts handelingen kunnen in principe 
allen verricht worden in de gevallen waarin en op de wijze waaop een 
wettelijk voorschrift da heeft voorzien of toelaat” (pada prinsipnya hukum 
administrasi hanya dapat dilakukan dalam hal dan dengan cara yang telah 
diatur dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan).29 
Merujuk dari apa yang telah dikemukakan menyangkut unsur dari 
tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tersebut, menunjukkan 
adanya suatu kegiatan berupa tindakan atau perbuatan yang dilakukan 
oleh organ atau badan pemerintah sebagai pelaksana fungsi dan tugas 
pemerintah yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Dengan kata lain, 
akibat hukum tertentu dapat berupa perubahan hak, kewajiban atau 
kewenangan yang ada. Selain itu menyangkut pula perubahan kedudukan 
hukum sebagai seorang atau objek yang ada dan yang akan ditetapkan. 
Dari tindakan atau perbuatan hukum pemerintah itu pula akan mengikat 




                                                          
29 Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 113. 
30 Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan. Identitas UniversItas 
Hasanuddin Makassar, hlm. 152. 
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3. Macam-Macam Tindakan Hukum Pemerintahan  
Telah jelas bahwa pemerintah adalah subjek hukum yang mewakili 
dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. Karena 
mewakili dua institusi, dikenal ada dua macam tindakan hukum, yaitu 
tindakan hukum publik (publiekrechsthandelingen) dan tindakan hukum 
privat (privaatrechtshandelingen). Di dalam ABAR, tindakan hukum 
pemerintah dijelaskan sebagai berikut : 
“De rechhtsandelingen door de overheid in haar bestuursfunctie, 
kunnen worden onderscheiden in privaatrechteijke en 
publikrechtelijke rechtshandelingen. Onder publiekrechtelijke 
rechtshandelingen worden hier verstaan de rechtshandelingen die 
verricht worden op de grondslag van het publiekrecht; onder 
privaatrechtelijke rechtshandelingen; rechtshandelingen die verricht 
worden op grondslag van het privaatrecht.”31 
 
(Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
menjalankan fungsi pemerintahnya dapat dibedakan dalam 
tindakan hukum publik dan hukum privat. Tindakan hukum publik 
berarti tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada 
hukum, sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum 
yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan). 
 
Kedudukan hukum pemerintah yang mewakili dua institusi yang 
tampil dengan “twee petten” dan diatur dengan dua bidang hukum yang 
berbeda. Dikalangan para sarjana terjadi perbedaan pendapat mengenai 
sifat tindakan hukum pemerintahan ini. Sebagian menyatakan bahwa 
perbuatan hukum yang terjadi dalam lingkup hukum publik selalu bersifat 
sepihak atau hubungan hukum bersegi satu (eenzijdiege). Bagi mereka 
tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua, tidak ada perjanjian 
                                                          
31 Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 114. 
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yang diatur oleh hukum publik. Bila diantara pemerintah dengan seorang 
partikelir diadakan suatu perjanjian, hukum yang mengatur perjanjian itu 
merupakan senantiasa hukum privat.  
Perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum yang bersegi 
dua, karena dilakukan oleh dua kehendak (yang ditentukan dengan 
sukarela) yakni suatu persesuaian kehendak (wilsovereenstemming) 
antara dua pihak. Sementara itu, sebagian penulis menyatakan, ada 
perbuatan hukum pemerintah bersegi dua (tweezijdige). Mereka mengakui 
adanya perjanjian yang diatur oleh hukum publik seperti kortverband 
contract atau perjanjian kerja yang berlaku selama jangka pendek.  
Meskipun dikenal adanya tindakan pemerintah yang bersegi dua, dari 
argumentasi masing-masing penulis tampak bahwa pada prinsipnya 
semua tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas publik 
merupakan tindakan sepihak atau bersegi satu. Indroharto bahkan 
menyebutkan bahwa tindakan hukum tata usaha negara itu selalu bersifat 
sepihak.  
Tindakan hukum tata usaha negara itu dikatakan bersifat sepihak, 
karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang 
memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak 
sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki 
wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian. Pada perjanjian jangka 
pendek (kortverband contract), yang dijadikan contoh hubungan hukum 
dua pihak dalam hukum publik, harus dianggap sebagai cara pelaksanaan 
tindakan pemerintahan bukan esensi dari tindakan hukum pemerintahan 
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itu sendiri. Dengan kata lain, sebagaimana disebutkan W.F. Prins yang 
lebih lazim terjadi ialah pernyataan kehendak pemerintahan dijadikan titik 
berat dalam pelaksanaannya. 
Sedangkan kegiatan pihak yang bersangkutan, yang melahirkan 
awal usahanya menjadi tergeser ke belakang sekalipun kemudian 
ditentukan bahwa pihak yang bersangkutan harus menyetujui penawaran 
yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Demikian pula pada izin 
usaha pertambangan dan konsesi pertambangan tidak dapat dikatakan 
bahwa yang bersangkutan berkesempatan untuk terlebih dahulu 
menyatakan persetujuannya. Sebab izin pengusaha pertambangan terjadi 
justru karena keputusan pemerintah, yang sifatnya “sepihak”, dan berlaku 
seketika.32  
Agar dapat menjalankan tugasnya, maka aparatur negara 
melakukan berbagai macam perbuatan. Penyelenggaraan kepentingan 
kolektif oleh administrasi negara dapat diadakan menurut beberapa 
macam cara33:  
1. Yang bertindak ialah administrasi negara sendiri  
2. Yang bertindak ialah subjek hukum (badan hukum) lain yang 
tidak termasuk administrasi negara dan yang mempunyai 
hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintahan. 
Hubungan istimewa atau hubungan biasa itu diatur oleh hukum 
publik atau hukum privat.  
3. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk 
administrasi negara dan yang menjalankan pekerjaannya 
berdasarkan suatu konsesi (concessie) atau berdasarkan suatu 
(vergunning) yang diberikan oleh pemerintah. 
                                                          
32 Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 119. 
33 Utrecht, E, 1957, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan 
keempat,, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm. 7. 
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4. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk 
administrasi negara yang diberikan subsidi pemerintah 
(misalnya, banyak sekolah partikelir (perguruan swasta)  
5. Yang bertindak ialah pemerintah bersama-sama dengan suatu 
subjek hukum lain (atau beberapa subjek hukum lain) yang tidak 
termasuk administrasi negara dan kedua belah pihak itu 
tergabung dalam suatu bentuk kerjasama (vorm van 
samenwerking) tertentu yang diatur oleh hukum privat, 
misalnya, tergabung dalam suatu PT (Perseroan Terbatas); atau 
pemerintah mempunyai kekuasaan dalam pengurusan suatu 
objek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara (jadi, 
pemerintah bukan pemegang saham tetapi direksi ada 
beberapa wakil pemerintah); atau pemerintah mendirikan suatu 
PT dan menjadi pemegang saham satu-satunya (bekas 
kepunyaan Belanda yang dinasionalisasikan sebagai akibat 
Aksi Irian Barat, diteruskan dengan berbentuk PT negara)  
6. Yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah 
atau diawasi oleh pemerintah.  
7. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk 
administrasi negara tetapi diberi suatu kekuasaan memerintah 
(delegasi perundang-undangan) 
 
Sepanjang prinsip negara hukum, yaitu asas wetmatigheid van 
bestuur, yang membawa konsekuensi bahwa wewenang pemerintahan itu 
sudah ditentukan, masih dijadikan sendi utama penyelenggaraan 
pemerintah, maka tetaplah bahwa prinsip tindakan hukum pemerintah 
yang bersifat sepihak tersebut tidak dapat dikesampingkan, meskipun 
tugas-tugas dan pekerjaan pemerintah dapat dijalankan dengan cara 
kerjasama (samenwerkin), perjanjian (overeenkomst), perizinan 
(vergunning), konsesi (consessie), dan sebagainya. Disamping dikenal 
karakteristik tindakan hukum pemerintahan yang sepihak, dikenal pula 
karakteristik tindakan hukum pemerintah yang bersifat terikat, fakulatif dan 
bebas. Karakteristik tindakan hukum demikian ini berkenaan dengan 
dasar bertindak yang dimiliki oleh organ pemerintahan, yaitu kewenangan. 
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Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kewenangan ini ada yang bersifat 
terikat, fakulatif, atau bebas.34  
Kewenangan yang bersifat terikat terkait dengan kewenangan yang 
secara jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan 
kata lain, tindakan atau perbuatan hukum pemerintah tersebut dilandasi 
pada wewenang yang secara jelas dan tegas disebutkan dalam peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan, wewenang yang bersifat fakultatif atau 
bebas adalah wewenang yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan 
dalam peraturan perundang-undangan atau masih samar-samar (vage 
normen) sehingga memerlukan adanya suatu penafsiran 







                                                          
34 Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 122. 
35  Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan. Identitas UniversItas 





A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi penelitian di 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar dan PKP2A II 
Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Adapun pemilihan lokasi 
didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Makassar dan PKP2A II Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar 
dianggap cukup representatif untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 
 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Pemerintah Kota 
Makassar dan peserta yang mengikuti seleksi pengisian jabatan 
administrator secara terbuka, serta pihak yang terkait dengan 
pelaksanaan pengisian jabatan administrator. Sedangkan sampel dalam 
penelitian ini yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, 
Kepala pusat PKP2A II LAN Makassar, peserta yang mengikuti pengisian 
jabatan administrator secara terbuka sebanyak 2 orang. 
 
C. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah 
penelitian hukum empiris yaitu menguji peraturan perundang-undangan 




D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah : 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
pertama (responden) pada lokasi penelitian. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan (Library Research) baik dengan teknik pengumpulan 
dan inventarisasi buku-buku, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen 
yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam 
tulisan ini. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 
1. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-
pihak yang terkait langsung dengan masalah yang akan dibahas.  
2. Dokumentasi yakni penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang 
terkait, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota 
Makassar dan PKP2A II LAN Makassar 
3. Studi kepustakaan, yakni penulis melakukan pengumpulan data 
guna mengumpulkan data dari berbagai literatur yang diperlukan 
berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
 
F. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
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menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan pelaksanaan pengisian 
jabatan administrasi secara terbuka di Kota Makassar dan faktor-faktor 
yang menghambat pelaksanaan pengisian jabatan administrasi secara 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi secara Terbuka 
di Kota Makassar 
Reformasi birokrasi yang berusaha digiatkan belakang ini 
mendorong adanya perbaikan sistem kepegawaian di Indonesia, baik 
menyangkut struktur kepegawaian maupun menyangkut pengoptimalan 
kinerja sumber daya manusia pegawai itu sendiri. Reformasi birokrasi 
tersebut dilakukan guna mewujudkan tata kinerja kepegawaian Indonesia 
yang efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai tata pemerintahan yang 
baik, sehingga benar-benar mampu menjalankan fungsinya sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. 
Usaha untuk mengembangkan reformasi birokrasi dalam tata 
kepegawaian di Indonesia tersebut tidak terlepas dari kenyataan kinerja 
kepegawaian saat ini yang banyak menuai kritik karena dianggap tidak 
mampu menjalankan fungsinya dengan optimal dan sarat dengan 
berbagai praktek tata kelola pemerintahan yang buruk (bad governance). 
Salah satu permasalahan dalam kepegawaian yang menjadi 
sorotan utama saat ini, yakni menyangkut proses rekrutmen pegawai atau 
pengisian jabatan pemerintahan yang tidak transparan dan cenderung 
masih menggunakan mekanisme pengisian jabatan secara tertutup yang 
lebih mengutamakan pada peran pejabat atasan dalam melakukan 
pengangkatan pejabat dalam jabatan di bawahnya. Proses seperti inilah 
yang banyak ditentukan berdasarkan relasi-relasi politik, kekeluargaan, 
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dan ekonomi yang sangat kental dengan muatan praktek korupsi, kolusi, 
nepotisme, dan sebagainya yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur 
pengangkatan pejabat itu sendiri. 
Berbagai masalah yang muncul dalam mekanisme pengisian 
jabatan secara tertutup tersebut kemudian mendorong dilakukannya 
pergeseran sistem pengisian jabatan secara terbuka. Dengan mekanisme 
pengisian jabatan secara terbuka tersebut, sebuah jabatan bisa 
diperebutkan pegawai negeri sipil tidak hanya dari wilayah 
kerja/instansi/departemen tertentu, dapat berasal dari wilayah kerja yang 
berbeda.  
Penulis dalam skripsi ini mengkaji mekanisme pengisian jabatan 
administrasi secara terbuka. Penulis telah mengadakan penelitian terkait 
bagaimana pelaksanaan pengisian jabatan administrasi secara terbuka. 
Adapun mekanisme secara komprehensif berdasarkan analisis penelitian 
penulis dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Pengumuman 
Pengumuman merupakan tahapan pertama dalam proses 
pengisian jabatan administrator secara terbuka. Kepala Daerah sebagai 
Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat daerah, ketika mengetahui 
terdapat jabatan administrasi yang lowong maka akan mengadakan 
seleksi dalam rangka mengisi jabatan yang lowong tersebut. Kepala 
Daerah membuat sebuah pengumuman secara terbuka mengenai adanya 
seleksi pengisian jabatan administrator. Pengumuman ini dilaksanakan 
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paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal 
penerimaan lamaran. 
Dalam pengumuman harus memuat nama jabatan yang lowong 
dan persyaratan administrasi antara lain : 
1. Nama jabatan yang lowong 
2. Persyaratan administrasi antara lain : 
a. Surat lamaran dibuat  sendiri oleh pelamar dan bermaterai 
b. Fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki 
c. Fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang 
dilamar 
d. Fotokopi SPT tahun terakhir 
e. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir 
f. Riwayat hidup (CV) lengkap 
3. Persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan 
pakta integritas. 
4. Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan 
kelengkapan administrasi 
5. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi 
6. Alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat 
dihubungi 
Terkait dengan pelaksanaan prinsip pengisian jabatan administrator 
secara terbuka telah diadakan pengumuman secara terbuka. Lamanya 
pengumuman paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal 
penerimaan lamaran. Hal inipun dapat diperpanjang apabila kuota 
pendaftar sudah atau belum terpenuhi. 
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2. Pelaksanaan Seleksi 
Setelah melakukan pengumuman dan segala aspek tentang 
pemberkasan telah dirampungkan maka mekanisme selanjutnya adalah 
pelaksanaan seleksi pengisian jabatan administrator secara terbuka. 
Untuk memilih dan menentukan pegawai yang sesuai dengan 
penempatannya, maka seleksi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, 
yaitu: 
a. Seleksi Administrasi 
Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang 
mendukung persyaratan. Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat yang 
memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya 
untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan administrasi. Kriteria persyaratan 
administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Adapun 
persyaratan administrasi antara lain: 
a. Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai 
b. Fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki 
c. Fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang 
dilamar 
d. Fotokopi SPT tahun terakhir 
e. Fotokopi hasi penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir 
f. Riwayat hidup (CV) lengkap 
Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif 
antara kualifikasi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta 
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rekam jejak yang bersangkutan dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh 
jabatan yang akan diduduki. 
b. Seleksi Kompetensi 
Calon pejabat administrasi yang telah dinyatakan lulus dalam 
seleksi administrasi, maka tahapan selanjutnya adalah seleksi 
kompetensi. Seleksi ini akan menguji pengetahuan calon pejabat 
administrasi. Tahapan dalam melakukan seleksi kompetensi dapat 
dikategorikan menjadi beberapa tahap yakni : 
1) Kompetensi Manajerial 
Yang dimaksud dengan kompetensi manajerial adalah kompetensi 
atau kemampuan pegawai dalam melakukan manajemen atau pengaturan 
tata kelola kerja dalam pelaksanaan suatu program kerja kepegawaian. 
Peranan utama kompetensi manajerial tersebut adalah untuk mengelola 
dan mengatur berbagai sumber daya dalam lingkungan kepegawaian, 
baik sumber daya tenaga kerja, infrastruktur, dan sebagainya sehingga 
mampu berhasil guna secara maksimal. Dengan kata lain, kompetensi ini 
tidak menitikberatkan pada kemampuan spesifik pegawai dalam suatu 
bidang tertentu yang digelutinya, melainkan pada kemampuan manajerial 
atau kemampuannya dalam melakukan manajemen kerja. 
Assesment center merupakan metode atau teknik untuk menilai, 
mengukur, dan mengevaluasi melalui uji/tes kompetensi dan atau potensi 
seseorang dengan menggunakan instrumen yang telah dirancang 
sedemikian rupa sehingga proses penilaian berlangsung efektif. Ciri atau 
karakteristik utama assessment center adalah bertujuan untuk 
41 
mengumpulkan indikasi terbaik mengenai kompetensi seseorang. 
Pendekatan atau metode yang digunakan dalam proses assesmen adalah 
dengan mengkombinasikan seperangkat teknik penilaian untuk menjaring 
sebanyak mungkin informasi mengenai kompetensi seseorang guna 
menghindari bias (penyimpangan). Teknik-teknik yang digunakan harus 
didasarkan atas bidang-bidang atau aspek kompetensi yang disusun 
berdasarkan hasil analisis jabatan. 
2) Kompetensi Bidang 
Kompetensi bidang merupakan kompetensi, kemampuan, dan/atau 
keahlian yang dimiliki pegawai dalam suatu bidang tertentu secara 
spesifik. Kompetensi ini menekankan pada kemampuan atau keahlian 
individual pegawai dalam melakukan kerja untuk melaksanakan suatu 
fungsi kerja tertentu yang bersifat spesifik terhadap suatu bidang kerja. 
Adapun ketentuan-ketentuan umum yang lazim digunakan dalam proses 
seleksi untuk menentukan kualifikasi kompetensi bidang, termasuk pada 
seleksi terbuka di Kota Makassar, yaitu menggunakan metode tertulis dan 
wawancara. 
3. Wawancara Akhir 
Setelah pelaksanaan seleksi selesai maka mekanisme selanjutnya 
adalah wawancara akhir. Adapun wawancara akhir dilakukan oleh panitia 
seleksi. Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar 
sesuai jabatan yang dilamar. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman 
terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan 
karakter. 
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Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus 
berdasarkan hukum, karena terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur 
atau asas legalitas. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian kewenangan pemerintahan 
dan pembangunan yang berada pada Pemerintah Pusat diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah. Daerah diberi kewenangan yang lebih luas 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar 
prakarsa sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat. Menurut 
Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengisian jabatan administrator 
dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan 
pimpinan tinggi pratama di instansi daerah sebagaimana diatur dalam 
undang-undang mengenai aparatur sipil negara. Menurut Pasal 234 ayat 3 
disebutkan bahwa dalam hal di wilayah daerah provinsi yang 
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak terdapat pegawai 
negeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah 
kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan yang bertugas di wilayah daerah provinsi lain. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa 
pelaksanaan pengisian jabatan administrator secara terbuka yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar belum termasuk dalam 
penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini terdapat asas praduga 
keabsahan (vermoeden van rechtmatigheid) yang mewajibkan kita untuk 
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menganggap sah terlebih dahulu suatu tindakan pemerintahan sebelum 
adanya keputusan atau peraturan yang menyatakan sebaliknya. 
Berdasarkan Ketentuan Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu “Pada saat Undang-Undang ini 
mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan 
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih berlaku dan belum diganti 
berdasarkan Undang-Undang ini”. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan 
Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil dalam Jabatan Struktural masih berlaku. 
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 
Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 
2002 menyatakan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural 
ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini 
Pemerintah Kota Makassar masih memiliki kewenangan dalam 
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melaksanakan pengisian jabatan berdasarkan keputusan Wali Kota 
Makassar. 
Dari uraian mengenai ketentuan dan mekanisme pengisian jabatan 
administrator dapat dilihat adanya upaya untuk menciptakan sistem 
pengisian jabatan secara terbuka, sehingga akan mereduksi berbagai 
praktek-praktek menyimpang. Dengan sifat keterbukaannya, maka praktek 
pengangkatan jabatan yang sebelumnya banyak memanfaatkan alasan-
alasan politis, seperti relasi politik, hubungan kekeluargaan, serta aspek 
ekonomi yang menjadi akar terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan 
nepotisme akan mampu teratasi. Sehingga nantinya akan benar-benar 
mampu dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal dan 
memenuhi berbagai aspirasi masyarakat yang luas.  
Di sisi lain, dengan berbagai persyaratan dan kemungkinan 
dilakukannya pengisian jabatan pada wilayah kerja yang berbeda, maka 
aspek kualitas dan kompetensi benar-benar menjadi hal yang utama, 
sehingga nantinya mampu menciptakan pejabat-pejabat yang berkinerja 
maksimal, professional, berakhlak mulia dan bekerja pada posisi sesuai 
dengan kompetensinya masing-masing (the right man on the right 
position) yang sesuai dengan amanat tata kelola pemerintahan yang baik. 
 
B. Legitimasi Pengisian Jabatan Administrator secara Terbuka 
Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, dalam sila ke-
5 memuat salah satu nilai luhur yang menghendaki tercapainya keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang merupakan sumber 
dari segala sumber hukum Indonesia mencita-citakan keadilan yang 
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mampu diewajantahkan dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia 
termasuk dalam hal pengisian jabatan pemerintahan yang akan menjadi 
penggerak dari berbagai proses kenegaraan yang ada. 
Landasan dasar dalam Pancasila tersebut kemudian 
diewajantahkan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap 
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan. Landasan tersebutlah yang berusaha dicapai dalam 
pengisian jabatan administrator secara terbuka yang menghendaki 
adanya penjaminan hak bagi setiap warga negara untuk mendaftarkan diri 
dalam pengisian jabatan administrator. Pengisian jabatan dalam 
pemerintahan hendaknya dilakukan dengan prinsip profesionalisme 
sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja yang ditetapkan untuk 
jabatan tersebut secara efektif tanpa membedakan jenis kelamin, agama, 
ras, suku, golongan, status sosial, ekonomi, serta hal-hal lainnya yang 
bersifat politis. 
Ketentuan pengisian jabatan pemerintahan secara terbuka yang 
melegitimasi pencalonan dari satu kementerian, lembaga, dan provinsi ke 
kementerian, lembaga, dan provinsi lain. Hal tersebut merupakan 
terobosan yang bijak untuk mengoreksi kelemahan pelaksanaan otonomi 
daerah, sejak berlakuknya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah. Sebagai penentu keberhasilan pemerintahan, 
maka pengisi jabatan harus diseleksi secara terbuka berdasarkan 
kompetensi dan profesionalisme. 
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Prosedur pengisian jabatan pemerintahan secara terbuka yang 
dilangsungkan di daerah otonom secara yuridis berbasiskan pada 
beragam Peraturan Gubernur di tingkat Provinsi dan Peraturan Wali 
Kota/Bupati di tingkat Kota/Kabupaten. Selain itu, segala peraturan 
tersebut merupakan pengejawantahan dari peraturan-peraturan diatasnya. 
Penulis telah mengadakan penelitian di Kantor Pemerintah Kota 
Makassar terkait dengan pelaksanaan pengisian jabatan administrator 
secara terbuka. Aktualisasi dari prosedur tersebut telah dijelaskan secara 
komprehensif pada bahasan sebelumnya. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian antara lain mengamanatkan bahwa : 
a. Setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan 
pangkat tertentu. 
b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan 
dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan 
untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa 
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. 
c. Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan 
keterampilan maka perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai 
Negeri Sipil. 
d. Sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah 
sistem pembinaan karier terbuka dalam arti negara, maka 
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dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari 
Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke 
Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau 
sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang 
bersifat manajerial. 
Pasal 4 poin (1) Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 
2002 menyatakan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan 
keputusan pejabat yang berwenang. Selanjutnya pada pasal 5 poin (1) 
menyatakan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan 
struktural adalah : 
a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil 
b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di 
bawah jenjang pangkat yang ditentukan 
c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan 
d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 
e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan 
f. Sehat jasmani dan rohani 
Pasal 6 menyatakan bahwa di samping persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan 
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor 
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senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, 
dan pengalaman yang dimiliki. Surat Edaran Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 
2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong di 
Instansi Pemerintah menginstruksikan agar proses pengisian jabatan 
struktural dilakukan berdasarkan sistem merit dan terbuka. 
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa mekanisme pengisian 
jabatan struktural secara terbuka adalah absah atau legitim, karena telah 
sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diamanatkan oleh Pancasila serta 
bersifat konstitusional dan sesuai dengan aturan-aturan turunan dan 
teknis di bawahnya. Berbagai regulasi tersebut, melegitimasi mekanisme 
pengisian jabatan pemerintahan secara terbuka sebagai mekanisme 
pengisian jabatan yang akan menciptakan penempatan pejabat sesuai 
dengan kualifikasi dan profesionalitas kerjanya dan tetap menjunjung 












Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik 
kesimpulan bahwa : 
1. Mekanisme pengisian jabatan administrator secata terbuka dimulai 
dengan mengadakan pengumuman. Selanjutnya untuk tata cara 
pelaksanaan, dimulai dengan pembentukan panitia seleksi oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian. Pelaksanaan seleksi terbagi 
menjadi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Dalam 
melakukan penilaian kompetensi bidang dilakukan dengan cara 
menggunakan metode tertulis dan wawancara. Panitia seleksi 
mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka. 
2. Mekanisme pengisian jabatan administrator secara terbuka adalah 
absah atau legitim karena telah sesuai dengan nilai-nilai luhur yang 
diamanatkan oleh Pancasila serta sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan. Berbagai regulasi tersebut melegitimasi 
mekanisme pengisian jabatan secara terbuka untuk menciptakan 
penempatan pejabat sesuai dengan kualifikasi dan profesionalitas 







1. Perlu adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan 
pengisian jabatan administrator secara terbuka serta Peraturan 
Gubernur di tingkat Provinsi dan Peraturan Wali Kota/Bupati di 
tingkat Kota/Kabupaten. 
2. Perlu disediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai 
untuk mendukung pengisian jabatan secara terbuka dalam hal ini 
perlu adanya assessment center yang bertujuan untuk 
mengumpulkan indikasi terbaik mengenai kompetensi seseorang 
sehingga aspek kualitas dan kompetensi benar-benar menjadi hal 
yang utama, sehingga nantinya mampu menciptakan pejabat-
pejabat yang berkinerja maksimal, professional, dan bekerja pada 
posisi sesuai dengan kompetensinya masing-masing (the right man 
on the right place) yang sesuai dengan amanat tata kelola 
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